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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunia-Nya sehingga dokumen Penjelasan/Keterangan Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari proses pembentukan
Peraturan Wali Kota gng brtupan ebrikn pedan tekis dlam
pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (I'HK) dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Sipil Negara, pejabat daerah, serta pihak lain yang
berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, serta ruang lingkup
pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud schingga
pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam
proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tim Penyusun,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur negara
serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memberikan
tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan
Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara serta pihak lain
yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara
serta sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan aparatur
menjelang Hari Raya Keagamaan dan tahun ajaran baru
pendidikan bagi keluarga aparatur.

Untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta
keseragaman dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga
Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu disusun Rancangan
Peraturan Wali Kota yang mengatur secara teknis mengenai
mekanisme pemberian, besaran, penerima, serta tata cara
penyalurannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka dirumuskan

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya pengaturan teknis secara khusus di tingkat
daerah mengenai pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga
Belas Tahun Anggaran 2026.

2. Perlunya pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan
pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas secara tertib dan sesuai
ketentuan.

3. Perlunya pengaturan mengenai pihak-pihak yang berhak
menerima, komponen pembayaran, serta tata cara penyaluran
yang bersumber dari APBD.
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C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari
APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan
pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.

3. Menjamin pelaksanaan pembayaran dilakukan secara tertib,
transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7162).
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BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati ini adalah memberikan landasan pengaturan yang jelas
mengenai teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur di lingkungan pemerintah
daerah.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa
pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan secara tepat
sasaran, sesuai ketentuan, serta memperhatikan kemampuan
keuangan daerah. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk
meningkatkan  kesejahteraan  aparatur dan  mendorong
peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan setiap
perangkat daerah memiliki pedoman yang sama dalam
melaksanakan proses penganggaran, penghitungan, serta
penyaluran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada pihak yang berhak
menerimanya.




BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini
adalah aparatur pemerintah daerah serta pihak lain yang berhak
menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangkauan pengaturan meliputi ketentuan mengenai
penerima, komponen pembayaran, sumber pendanaan, waktu
pembayaran, serta mekanisme pelaksanaan pembayaran yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026.

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan ini adalah
untuk memberikan pedoman teknis yang jelas, sistematis, serta
mudah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka
menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan
Wali Kota ini meliputi:
1. Ketentuan umum mengenai definisi dan istilah yang digunakan.

2. Pihak-pihak yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas.

3. Komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas.

4. Sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

5. Tata cara perhitungan dan pembayaran.
6. Waktu pelaksanaan pembayaran.

7. Ketentuan teknis lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas.
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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
melaksanakan kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada
aparatur dan pihak lain yang berhak menerimanya.

Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum, meningkatkan tertib administrasi, serta menjamin
pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas secara efektif,
efisien, dan akuntabel.

B. Saran

Agar pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas dapat berjalan dengan baik, diperlukan koordinasi
yang efektif antar perangkat daerah serta pengawasan yang
memadai dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, perangkat
daerah diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Wali Kota ini dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



USER
Typewritten text
Rancangan Peraturan Wali Kota

USER
Typewritten text
Wali  Kota  ini  dan  konsisten


DAFTAR PUSTAKA

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Mengetahui,
An. Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Surakarta
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